PERATURAN BERSAMA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
KEPALA KEJAKSAAN TINGGIDAERAH ISTIMEWA YOGYAKAPTA,
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. AN
KEPALA PUSAT PENGELOI AAN LINGKUNGAN HIDUP REGIONAL JAWA

NOMOR: 25 7A#4ur 2006

NOMOR: £2p - 74 Jog./ /09 /0é
NOMOR: 8 /283£ /X / 20%é

NOMOR: /x&s 23 /poiy ~REE.4 Jo g yiodd

TENTANG
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
XEPALA KEJAKSAAN TINGGI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKART 4, DAN
KEPALA PUSAT PENGELOLAAN LINGKUNGAN TIDUP REGIONAI . JAWA,

Meanimbang ¢ a. bahwa pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Propivsi1 Daerah
[stimewa Yogyakai:a semakin meningkat yang mengarah %evaaa
bencana linkungan;

b. bahwa pencemaran dan perusakan lingkungan hidup terscbut sulah
satunya disebabkan ketidaktaatan masyarakat dalri: 1aematuhi
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkuagan hidup;

c. bahwa untuk menghambat laju pencemaran dan perusakn lingkungan
hidup diperlukan penegakan hukum lingkungan hidup secara terpadu
di Propinsi Daerah Istimewa 1ogyakaiia,

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daiam nuruf
a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Bersama Guuemy'¢ Daerah
Istimewa Yogyakarta, Kepala Kejaksaan Tinggi Da~rah Istimewa
Yogyakana, Kepala Kepolisian Daerah Daerah Istimev-a Ycgyakarta,
dan Kepala Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regionai Jawa
tentang lenegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpa-iv tentang
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Utidaig-vndang
Hukum Pidana dengan segala perubahan;

2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembeniu:-an Daerah
Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomeor 3{ Talkun 1950
sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengun Undang-
undang Nomor 26 Tahun 1959;

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Urdang-undang
Hukum Acara Pidana jo Peraturan Pemerintah Nom.or 27 Tahun
1983,



Menetapkan

10.

11.

12.

13.

. Undang-undang Nomo: 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negzia Republik

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2CC2 Nornor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan rRepublik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2034 Nomor G7);

. Peraturan Femerintah Ncmor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab

Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomoir 36 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun (iembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republix 'ndonesia
Nomor 3815) jo Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Noimor 3910);

Peraturan Pemerintan Nomor 19 Tahun 1999 tentany Pengendalian
Pencemaran dan atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3816);

Peraturan Pemerintab Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analis's Aengenai
Dampa’k Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Ncir.cr 3838);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian
Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomcr 2952);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas
Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negaia Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4161);

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tanun 2004
tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan atau
Perusakan Lingkungan Hidup;

Keputusan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik 'ndoresia,
Jaksa Agung Republi: Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia
Nomor: Kep-04/MENL_H/04/2004, No. Po.l: Kep-19/Iv/2004, Nomcr: .lep-
208/A.JA/04/2004 tentang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu
(Satu Atap);

MEMUTUSKAN

. PERATURAN BERSAMA GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, KEPALA
KEPOLISIAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAiN KEPALA
PUSAT FENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP REGIONAL JAWA TENTANG
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP TERPADU.



BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Satuan Tugas Penyelesaian Permasalahan Lingkungan Hidup atau disingkat ST”2_.H adalah
tim yang dibentuk oleh Gubernur yang melibatkan instansi terkait di tingkat propinsi yang
hertugas membantu Gubernur dalam rangka "pelalisanaan penyelesaian permasaiahan
lingkungan hidup;

2. Satuan Tugas Penegakan Hukurn Pidana Lingkungan atau disingkat STPHPL adaiah tim yang
dibentul oleh Gubernur yang merupakan gabungan dari komponen penegak hukum yang
meiaksanakan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan.

wW

Verifikasi adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pemeriksaan kebenaran pengaduan,
meneliti sumber pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, tingkat pencemaran dan
atau perusakan lingkungan hidup, perkiraan jenis dan besarnya kerugian, lokas: terjadinya
pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, luas lokasi yang terkena dampek, serta

pthak yang bertanggung jawab atas terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan
hidun.

BAB Il
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud aitetapkannya Peraturan Bersama ini adalah untuk meningkatkan keterpaduan €i antara
Pemerintah Caerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kejaksaan Tinggi Daeranh Istimewa
Yogyakarta, Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pusat Pengelolaan Lingkungan

Hidup Regional Jawa dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup di Propinsi Oaerah
Istimewa Yogyakarta.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bersama ini adalah:

a. Tercapainya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup secara optimal melalui kocrdinasi dan
kessmaan persepsi antara Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Ycgyakarta.
Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepolisian Daerah Daerab Istimewa
Yogyakarta dan Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional .lawa;

b. Terwuyjudnya keterpaduan, peningkatan kapasitas dan integritas dari Satuan Tugas
Penyelesaian Permasalahan Lingkungan Hidup dan Satuan Tugas Penegakan Hukum Pidana
Lingkungan di Propinsi Daerah Istimewa 7ogyakaita;

c. Terbentiknya sistem Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu di Propinsi Daerzah
Isfimewa Yogyakarta.



BAR Il
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bersama ini meliputi koordinasi:

Verifikas: pengaduan;

Penegakan hukum adm’nistrasi;

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup (melalui pengadilan dan di luar pengadilan);
Penegakan hukum pidana (penyidikan dan penuntutan);

Sosialisasi dan peny-luhan;

Pertukaran data dan infermasi,

Pendidikan dan pelatihan.

@ "oao o

BAB IV
TIM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP TERPADU

Pasal 5

(1) Sebagai‘pelaksanaan dari Peraturan Bersama ini dibentuk Tim Penegakan Hukum Lingkungan
Hidup Terpadu Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

(2) Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu sebagaimana dimaksud daiam ayat (1)
terdiri dari:
a. Saluan Tugas Penyelesaian Permasalahan Lingkungan Hidup (STP2LH);
b. Satuan Tugas Penegakan Hukum Pidana Lingkungan (STPHPL);
C. Sekretariat

(3) Pembentukan Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Daerah istiineva
Yogyskarta.

Pasal 6

(1) STP2LH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri dari:
a. Kelompok Kerja Penelitian.
b. Kelompok Kerja Teknis.
c. Kelompok Kerja Hukum.

(2) STP2LH melakukan tugas:

a. verifikasi terhadap pengaduan yang disampaikan kepada Tin Penegakar Hukum
tingkungan Hidup Terpadu dan selanjutnya memberikan rekomendasi penegakan hukum
administrasi dan/atau penyelesaian sengketa lingktingan hidup dan/atau penegakar hukum
pidana kepada instansi terkait dan/atau tim terkait yang tergabung dalam satuar: tuga«
sesuai uehigan kewenangan masing-masing;

b. penyusunan dan pengajuan gugatan ganti kerugian untuk penyeleséian sengketa
lingkungan hidup nelalui pengadilan atau menyelenggarakan peryelesaiar sengketa
lingkiingan hidup di luar pengadilan.

(3) Apabiia telah terbentuk Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian J3engketa
Lingkurngan Hidup di Luar Pengadilan, maka mediator pada lembaga tersebut me:upakan
bagian dari STP2LH.



Pasal 7

(1) STPHPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 eyat (2) huruf b terdiri dari:
a PPNSE Lingkungan Hidup;
b.. Penyidik POLRI;
- ¢ Jaksa/Penuntut Umum.

(2) STPHPL mempunyai tugas melakukan penyelidikan (PULBAKET), penyidikan, penuitutan dan

~ supervisi terhadap suatu kasus yang memenuhi kriteria telah terjadinya pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan (bukti permulaan yang cukup) atau adanya dugaan tindak nidana
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sebagaimanr~ ~im~tend A Aglam UL No. 23
Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkunagan Hidup.

(3) Mekanisme pelaksanaan tugas STPHPL sebagaimana dimaksud dalam ayet (1) akan
ditetapkan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 8

Dalam rangka pelaksanaan operasional Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Tcrpadu
dibentuk/ditunjuk Badar Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Propinisi Daerah
Istimewa Yogyakarta sebagai Sekretariat, yang bertugas memperlancar pelaksanaan operasional
Tim Penegakan Hukum Lingkungari Hidup Terpadu.

BAB V
PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI

Pasal 9

(1) Sanksi Administrasi dijatuhkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat pemberi izin usaha
dan/atau kegiatan berdasarkan hasil verifkasi pengaduan sebagaimana dimaksud di dalam
Pasal G ayat (2) huruf a oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yarg tergabung
dalam STP2LH.

(2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melaiiukan pelanggaran terhadap peraturan
perundang-undangan di bidang lingkungan hidup akan dikenakan sanksi administrasi sesuai
perawuran perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN

Bagian Pertama
Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Pasal 10

(1) Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dilaksanakan dengan mengajukan gugatan ganti

kerugian dan/atau tuntutan melakukan tindakan tertentu ke pengadilan atas kerugiarn yang_

- ditimkulkan bagi manusia dan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau oerusakan
lingkungan hidup.

(2) Pengajuan gugatan ganti kerugian atav tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu dilakukan
oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintan Daerah yang dikuasakan melalui Surat Kuasa
Khusus kepada Kejaksaan Agung/Kejaksaan Tingqi.



(3) Penyusunan gugatan ganti kerugian dan/atau tuntutan s=bagaimana dimaksud dalan avat (1)
dilakuikan oleh Kelompok Kerja Hukum yang tergabung dalam STPP2LH.

(4) Gugatan ganti kerugian disusun berdasarkan prinsip tanggungjawab mutlak atau sérict liability
sebagaimana dimaksud dalam Pasal S5 Undang-undang No. 23 Tahun 1297 tent=ng
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa ai Luar Pengadilan

Pasal 11

- (1) Penyelesaian sengketa Ji luar pengadilan dilakukan untuk memperoleh kesepakatar di antara
para pihak yang berkepentingan menge ai bentuk dan besarnya ganti kerugian dan/atau
tindakan pemulihan fungsi lingkungan hidup yang t=lah tercemar dan/atau rusak.

(2) Penyelenggaraan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan oleh STP2LH.

(3) Mekanisme pengelolaan permohonan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar
pengedilan dapat mengacu kepada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 78
Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengelolaan Permohonan Ponvnineaian Cangketa Lingkungan
Hidup di Luar Pengadilan pada Kementerian Lingkungan Hidup.

BAB Vii
PENEGAKAN HUKUM PIDANA

Bagian Pertama
Penyidikan

Pasal 12

(1) Penyidikan terhadap tindak pigana lingkungan hidup dilakukan apabila telah ad=zrya bukti
permulaan yang cukup sesuai perundang-undangan,;

(2) Penyidikan dilakukan oleh Penyidik POLRI dan atau Pejabat Penyidik Pegawai Neneri Sipil

Lingkungan Hicup (PPNS-1.H) Bapedalda Propinsi Daerah Istimewa Yogyal-aita vyang
tergabung dalam STPHPL.

(3) Apabila dalam pelaksanaan penyidikan dilapangan mengalami hambatan, maka Penyidik
POLRi wajib memberikan Bantuan Penyidikan dan pengamanan baik terhadap bsrang bukti
maupur keamanan Petugas yang sedang melaksanakan tugas penyidikan di lapangan.

(4) Dalam nal Penyidik POLRI melakukan penyidikan, STPHPL wajib memberikan bantvan yang
diperlukan dalam rangka percepatan penyelesaian perka.a tindak pidana lingkungan hidup.

(5) Bantuan Penyidikan dan Pengamanan Kepolisian diberikan kepada
a. Petugas STPHPL yang akan dan sedang melaksanakan proses penyidikan berupa
penvelidikan, Olah TKP, termasuk kegiatan pencarian dan penyitaan barang bukli serta
mencari tersangka maupun pergumpulan bahan keterangan dari para saksi-saksi.

b. Petugas STPHPL yang akan dan sedang melaksanakan tugas penyidikan tincak pidana
lingkungan hidup.

c. Petugas STPHPL yang akan dan sedang melaksanakan tindakan hukum baik penyitaan
barang maupun dan/atau membawa barang bukti dari tempat kejadian ke Tempat
Penvimpanan atau Ruman Penyimpanan Benda Sitzan Negara (RUPBASAN).



(6) Dalam upaya menuntaskan proses penyidi<an, maka Petugas STPHPL wajib meiaksanakan
koordinas! dengan Penyidik POLRI sesuai undang-undang yang berlaku.

(7) Peiaksanaan Koordinasi antara Petugas STPHPL dengan Penyidik POLRI dan Pihak
Kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum) dilaksanakan secara berkala minimal 3 (tiga) bular sekali.

Pasal 13

Sebelum berkas perkara Tahap Fertama diserahkan kepada Penuntut Umum, Penyidik wajib
melakukan Gelar Perkara.

Beaian Kedua
Penuntutan

Pasal 14

(1) Penuntutan tindak pidana lingkungan hidup dilakukan terhadap perkara hasil penyidikan yang
telah dinyatakan memenuhi syarat formil dan mateiiil oleh Penuntut Umum dan telzh diikuti
dengan penyerahan tersangka serta bararig bukt' kepada Penuntut Umum.

- (2) Fenuntutan sebagaimana dimaksud dalai 1 ayat (1) dilakukan oleh Jaksa Penuntut Uinum baik
yang tergabung di dalam maupun di luar STPHPL.

(3) Jaksa yang tergabung da'am STPHPL dapat melakukan koordinasi panuntutan ternzdan .laksa
Penuntut Umum di luar STPHPL yang menangani perkara.

Pasal 15

Jaksa Fenuntut Umum baik yang tergabung di dalam maupun di luar STPHPL sebelum
melimpahkan perkara ke pengadilan, wajib menyiapkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan
pelimpahan perkara ke pengadilan.

3AB VI
PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 16

Dalam rangka pelaksanaan operasional penegakan hukum lingkungan terpadu, Gubernur, Kepala

Kejaksaan Tinggi, Kepala Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta de~ “~=n~'a Pusat

Pengelelaan Lingkungan Hidup Regional Jawa bekerjasama untuk:

a. Saling memberikan data dan informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan perkembhangan
maszlah-masalah pencemaran dan perusakan lingkungan:

b. Pengembangan basis data dan informasi;



BAB IX
$SOSIALISASI DAN PENYULUHAN

Pasal 17

(1) Dalam rangka pengembangan sistem p=naatan, Gubernur, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala
Kenolisian Daerah dan Kepala Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Jawa di Daerah
Istimewa Yogyakarta bersepakat melakukan sosialisasi dan nenyuluhan Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup.

(2) Sosialisasi dan penyuluhan dapat dilaksanakar oleh masing-masing Instansi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) di atas.

BAB X
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 18

(1) Gubernur, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kepolisian Daerah dan Kepala Pusat ?engel ‘aan
Lingkungan Hidup Regional Jawa di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bcisepakat
melakukan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan dalam
rangka pembentukan sistem Penegakan Hukum Lingkungan Ter»adu.

(2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akarn dikoordinasikan oleh

Kepala Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Jawa.

BAB Xl
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Segala biaya sebagai akibat diterbitkannya Peraturan Bersama ini dibebankan kepaua Anggaran
Pendapawan Gelanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Propinsi Daerah istimewa

Yogyaxerta.

B3AB Xl
KETENTJAN LAIN-LAIN

Pasal 20



(1) Segala bentuk yang mungkin timbul sebagai akibat diterbitkannya Peraturan Bersaria i
akan diselesaikan secara bersama antara Gubermi'r, Kajati, Kapolda Daerah Istimewa
Yogyakarta dan Kepala Pusat Penpgelolaan Lingkungan Hidup Regional Jawa :ecara
musyawarah dan mufakat.

(2) Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bersama ini, maka perlu disusun Rencana Xerja

Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu yang dikoordinasikan oleh Gubeinur
Daerah [stimewa Yogyakarta.

(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bersama ini akan diatur lebih laniui oleh
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21
Peraturan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Beisama ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Daerah Istimewa Y ogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

A.n KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
IMEWA YOGYAKART

v
NUR CHAMID, SH

. JAKSA UTAMA MUDA

KEPALA PUSAT IPALA KEPOLISIAN DAERA(I
PENGELGLAAN LINGKUNGAN HIDUP AERAH ISTIMEWA YOGYAKAKTA,
REGIONAL JAW

RSONO, SH s ARIS SAMPURNO DJATL, SH

BRIGJEND. POLISI

BERITA DAERAH PROPINS I
DAERAH ISTIMEWA YOGYA{KARTA

TAHUN NOMOR  SERI
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